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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk
mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum
mengenai  perizinan  lingkungan  sebagai
persyaratan dalam memperoleh izin usaha
menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan bagaimanakah
pemberlakuan sanksi administratif apabila
terjadi pelanggaran terhadap izin
lingkungan,yang dengan menggunakanmetode
penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:
1. Pengaturan hukum dalam memperoleh izin
usaha menurut Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan
dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha
dan/atau kegiatan dibatalkan dan berkaitan
dengan usaha dan/atau kegiatan mengalami
perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
Izin usaha dan/atau kegiatan termasuk izin izin
operasi dan izin konstruksi. Perubahan yang
dimaksud antara lain, karena kepemilikan
beralih, perubahan teknologi, penambahan
atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau
lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah
tempat.Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
wajib menolak permohonan izin lingkungan
apabila permohonan izin tidak dilengkapi
dengan amdal atau UKL-UPL. 2. Pemberlakuan
sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran
terhadap izin lingkungan Sanksi administratif
terdiri atas: teguran tertulis; paksaan
pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau
pencabutan izin lingkungan. Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota menerapkan sanksi
administratif kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan
ditemukan pelanggaran terhadap izin
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lingkungan. Menteri dapat menerapkan sanksi
administratif terhadap penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah
menganggap pemerintah daerah secara sengaja
tidak menerapkan sanksi administratif terhadap
pelanggaran yang serius di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi
administratif sebagaimana tidak membebaskan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
Kata kunci: izin usaha; lingkungan hidup;

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Untuk memperoleh hak dalam mengelola
kegiatan usaha maka penanggung jawab usaha
harus memperoleh izin lingkungan yang sangat
diperlukan untuk dalam rangka perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat untuk memperoleh izin usaha. lzin
usaha diberikan untuk kegiatan usaha yang
wajib amdal, sebagaimana dinyatakan pada
pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Analisis
mengenai dampak lingkungan hidup, yang
selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian
mengenai dampak penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai
perizinan lingkungan sebagai persyaratan
dalam memperoleh izin usaha menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup?

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi
administratif apabila terjadi pelanggaran
terhadap izin lingkungan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan
metode vyang digunakan dalam menyusun
penulisan ini.

PEMBAHASAN
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A. Pengaturan Hukum Mengenai Perizinan
Lingkungan Sebagai Persyaratan Dalam
Memperoleh Izin Usaha
Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa

berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan peraturan pemerintah. Dengan demikian
izin  pada prinsipnya memuat larangan,
persetujuan yang merupakan dasar
pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan
oleh undang-undang untuk menunjukkan
legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang
demokrasi.?

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi
atau pelepasan/pembebasan dari suatu
larangan, sedangkan perizinan adalah salah
satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan
bersifat pengendalian yang dimiliki oleh
Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat.”lzin: vergunning
ialah suatu penetapan yang merupakan
dispensasi daripada suatu larangan oleh
undang-undang.’ Izin; pernyataan mengabulkan
(tiada melarang dan sebagainya) persetujuan
membolehkan.®

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Pasal 36 ayat:

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki amdal atau UKL-UPL wajib
memiliki izin lingkungan.

(2) 1zin lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan
keputusan kelayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau
rekomendasi UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mencantumkan
persyaratan yang dimuat dalam keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL.

(4) lzin lingkungan diterbitkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

* H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. Hukum
Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik,
Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010. hal. 92.

* Adrian Sutedi. 2009.0p.Cit. hal. 167-168.

> Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
2010. hal. 54.

® Sudarsono. Kamus Hukum. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
2009. hal. 189.
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Penjelasan Pasal 36 ayat (2) Rekomendasi
UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi
lingkungan hidup.

Pasal 37 ayat:

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya wajib
menolak permohonan izin lingkungan
apabila permohonan izin tidak dilengkapi
dengan amdal atau UKL-UPL.

(2) 1zin lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan
apabila:

a. persyaratan yang diajukan dalam
permohonan izin mengandung cacat
hukum, kekeliruan, penyalahgunaan,
serta ketidakbenaran dan/atau
pemalsuan data, dokumen, dan/atau
informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat
sebagaimana tercantum dalam
keputusan komisi tentang kelayakan
lingkungan hidup atau rekomendasi
UKL-UPL; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam
dokumen amdal atau UKL-UPL tidak
dilaksanakan oleh penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38. Selain ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin
lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan
pengadilan tata usaha negara.

Pasal 39 ayat:

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya wajib
mengumumkan setiap permohonan dan
keputusan izin lingkungan.

(2) Pengumuman sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang
mudah diketahui oleh masyarakat.

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Pengumuman
dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas
keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut
memungkinkan  peran serta masyarakat,
khususnya yang belum menggunakan
kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar
pendapat, dan lain-lain dalam proses
pengambilan keputusan izin.

Pasal 40 ayat:

(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan
untuk memperoleh izin usaha dan/atau
kegiatan.
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(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin
usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan
mengalami perubahan, penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan wajib
memperbarui izin lingkungan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Yang dimaksud
dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam
ayat ini termasuk izin yang disebut dengan
nama lain seperti izin operasi dan izin
konstruksi. Ayat (3) Perubahan yang dimaksud
dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan
beralih, perubahan teknologi, penambahan
atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau
lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah
tempat.

Pasal 41. Ketentuan lebih lanjut mengenai
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Penggunaan sumber daya alam harus
selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi
lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya,
kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban
melakukan pelestarian lingkungan hidup dan
mewujudkan tujuan pembangunan
berkelanjutan.’

Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda
yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang
ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia di
sekitar kita adalah pula bagian lingkungan
hidup kita masing-masing. Oleh karena itu
kelakuan manusia dan dengan demikian kondisi
sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup
kita.?

Antara manusia dan lingkungan hidupnya
terdapat hubungan timbal-balik. Manusia
mempengaruhi lingkungan hidupnya dan
sebaliknya manusia dipengarubhi oleh
lingkungan hidupnya. Manusia ada di dalam
lingkungan hidupnya dan ia tidak dapat dapat
terpisahkan daripadanya. ° Eksistensi terjadi
sebagian karena sifat-sifat keturunanya dan
sebagian lagi karena lingkungan hidupnya,
interkasi antara dirinya dengan lingkungan

"Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

& Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, Cet. 2.
Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 7

*Ibid, hal. 7

hidupnya telah membentuk ia seperti dia
adanya. Demikianlah pula lingkungan hidup
terbentuk oleh adanya interaksi antara
lingkungan hidup dengan manusia.™

Izin merupakan sebuah keputusan yang
dikeluarkan oleh organ pemerintah, di
dalamnya terkandung suatu muatan hal yang
bersifat konkret, jelas, dapat ditentukan, dapat
dibedakan, dapat ditunjukkan.  Sebagai
keputusan tata usaha negara maka izin iniharus
memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha
negara sebagaimana diatur dalam UUPTUN
yaitu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh
badan/pejabat tata usaha negara; berisi
tindakan  hukum tata usaha negara;
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan
final; dan menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang/badan hukum perdata. ' Dengan
melihat pemenuhan unsur-unsur tersebut, izin
sebagai bentuk keputusan tata usaha negara
merupakan salah satu dimensi relasi yuridis
antara pemerintah dan warganya.™

Perizinan wujud keputusan pemerintah,
maka perizinan adalah: tindakan hukum
pemerintah berdasarkan kewenangan publik
yang membolehkan atau memperkenankan
menurut hukum bagi seseorang atau badan
hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.
Instrumen perizinan diperlukan pemerintah
untuk mengkonkretkan wewenang
pemerintah.Tindakan ini dilakukan melalui
penerbitan keputusan tata usaha negara.”

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan peraturan pemerintah. Dengan demikian
izin  pada prinsipnya memuat larangan,
persetujuan yang merupakan dasar
pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan
oleh undang-undang untuk menunjukkan
legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang
demokrasi.*

Izin adalah perangkat hukum adminsitrasi
yang digunakan pemerintah untuk
mengendalikan warganya agar berjalan dengan

“1bid.

1 SriY.Pudyatmiko. Perizinan (Problem dan Upaya
Pembenahan) Grasindo. Jakarta, 2009. hal. 54.

LIbid. hal.57.

B Helmi. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Cetakan
Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 28-29.

4. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. Op.Cit.
hal. 92.
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teratur dan untuk tujuan ini diperlukan
perangkat administrasi. Salah satu perangkat
administrasi adalah organisasi dan agar
organisasi ini berjalan dengan baik, perlu
dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam
pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan
pengawasan.”

Izin diterapkan oleh pejabat negara,
sehingga dilihat dari penempatannya maka izin
adalah instrumen pengendalian dan alat
pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi
sasarannya. Menurut  Ahmad Sobana,
mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan
untuk pengendalian dan pengawasan
administrasi bisa dipergunakan sebagai alat
untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan
perkembangan yang ingin dicapai, di samping
untuk mengendalikan arah perubahan dan
mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala
yang disentuh untuk berubah.*

Paling penting dalam proses penerbitan izin
ini adalah persoalan siapa vyang paling
berwenang memberikan izin. Ini sangat penting
karena izin merupakan bentuk keputusan tata
usaha negara. lzin dapat dikatakan sebagai
keputusan tata usaha negara karena ia
dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara,
yaitu pemerintah atas permohonan vyang
diajukan oleh badan hukum perdata atau
perorangan. Pemerintah merupakan pejabat
tata usaha negara, karena ia melaksanakan
fungsi  untuk  menyelenggarakan urusan
pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah
dengan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku."’

B. Pemberlakuan Sanksi Administratif Apabila
Terjadi  Pelanggaran  Terhadap lzin
Lingkungan
Penegakan hukum administrasi menurut

Mas Achmad Santosa merupakan kegiatan yang

ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup melalui pendayagunaan kewenangan
administrasi sesuai dengan atribusi atau
delegasi oleh undang-undang.’®sarana hukum

Bibid.

*° Ibid.

Y Ibid. hal. 93.

18 Syahrul Machmud.Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia.(Penegakan  Hukum  Administrasi. Hukum
Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang
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administrasi bersifat preventif yang bertujuan

menegakkan peraturan perundang-undangan

sebelum timbulnyakerugian materiil baik pada
subyek hukum maupun pada lingkungan
hidup.*

Hukum administrasi merupakan tindakan
pemerintahatau eksekutif atau
bestuurmaatregel atau the measure/action of
government terhadappelanggaran perundang-
undangan yang berlaku dan  bersifat
reparatoir(mengembalikan fungsi dan kondisi
lingkungan pada keadaan semula).
Berbedahalnya dengan sanksi hukum pidana
yang bersifat condemnatoir (memberikanderita
fisik maupun psikis) berupa penjara, denda,
atau tindakan tata tertiblainnya.”

Selain itu penegakan hukum administrasi
memiliki beberapa manfaat strategis jika
dibandingkan dengan penegakan hukum
perdata maupun pidana, yaitu:

a. Penegakan hukum administrasi di bidang
lingkungan hidup dapat dioptimalkan
sebagai perangkat pencegahan;

b. Penegakan hukum admnistrasi (yang
bersifat pencegahan tersebut) dapat lebih
efisien dari sudut pembiayaan
dibandingkan penegakan hukum pidana
dan penegakan hukum perdata.
Pembiayaan untuk penegakan hukum
administrasi meliputi biaya pengawasan
lapangan yang dilakukan secara rutin dan
pengujian laboratorium lebih murah jika
dibandingkan dengan upaya pengumpulan
bukti, investigas lapangan,
memperkerjakan saksi ahli untuk
membuktikan aspek kausalitas (sebab-
akibat) dalam kasus pidana dan perdata;

c. Penegakan hukum administrasi lebih

memiliki kemampuan mengundang
partisipasi msyarakat. Partisipasi
masyarakat dilakukan mulai dari proses
perizinan, pemantauan

penataan/pengawasan, dan partisipasi
dalam mengajukan keberatan dan meminta
pejabat tata usaha negara untuk
memberlakukan sanksi administrasi.*!

No. 32 Tahun 2009) Graha Illmu. Yogyakarta.Graha
IlImu,Bandung. 2012.hal. 178.

¥ Siti  Sundari Rangkuti.Hukum  Lingkungan dan
Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Airlangga University
Press. Surabaya. 2010. hal. 192.

20Syahrul Machmud. Op.Cit. hal. 179-182.

*!Ibid. hal. 182.
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Administrasi negara atau pemerintah juga
memerlukan instrumen atau sarana yang akan
dapat menunjang administrasi negara dalam
menjalankan  tugasnya.Sarana-sarana  yang
dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat yang
digunakan oleh pemerintah atau administrasi
negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam
menjalankan tugas-tugas pemerintahan,
pemerintah atau administrasi negara
melakukan barbagai tindakan hukum dengan
menggunakan sarana atau instrumen seperti
alat tulis menulis, sarana transportasi dan
komunikasi, gedung-gedung dan lain-lain yang
terhimpun dalam  publik domain atau
kepunyaan publik.?

Disamping itu pemerintah juga
menggunakan berbagai instrumen yuridis
dalam menjalankan kegiatan mengatur dan
menjalankan  urusan pemerintahan dan
kemasyarakatan, seperti peraturan perudang-
undangan, keputusan-keputusan, peraturan
kebijaksaan, perizinan, instrumen hukum
keperdataan, dan sebagainya. * van
Vollenhoven, memberikan pendapatnya, bahwa
kedudukan hukum administrasi negara, hukum
tata negara dan hukum pidana termasuk di
dalam bagian hukum publik, dan hukum
administrasi negara berada di samping hukum
tata negara dan hukum pidana.**

Penegakan hukum administrasi lebih
memiliki kemampuanmengundang partisipasi

masyarakat. Partisipasi masyarakat
dilakukanmulai dari proses perizinan,
pemantauan penataan/pengawasan,

danpartisipasi dalam mengajukan keberatan
dan meminta pejabat tatausaha negara untuk
memberlakukan sanksi administrasi.”®

Hukum adminstrasi merupakan tindakan
pemerintahan atau eksekutif atau
bestuurmaatregel atau the measurelaction of
government terhadap pelanggaran perundang-
undangan yang berlaku dan bersifat reparatoir
(mengembalikan pada keadaan semula).”®

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan  Pengelolaan

2Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo
Persada. Jakarta. 2006. hal. 129.

Zlbid.

# Kuntjoro  Purbopranoto, Perkembangan Hukum
Administrasi Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1981. hal. 4.
25Syahrul Machmud.Op.Cit. 2012.hal. 182.

*Ibid. hal. 179.

Lingkungan Hidup, mengenai sanksi

administrative, dinyatakan pada Pasal 76 ayat:

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

¢. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77. Menteri dapat menerapkan sanksi
administratif terhadap penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah
menganggap pemerintah daerah secara sengaja
tidak menerapkan sanksi administratif terhadap
pelanggaran yang serius di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78. Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
Pasal 79. Pengenaan sanksi administratif
berupa pembekuan atau pencabutan izin
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan
apabila penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan  tidak  melaksanakan  paksaan
pemerintah.

Pasal 80 ayat:

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

a. penghentian sementara

produksi;

b. pemindahan sarana produksi;

c. penutupan saluran pembuangan air

limbah atau emisi;

d. pembongkaran;

e. penyitaan terhadap barang atau alat yang

berpotensi menimbulkan pelanggaran;

f. penghentian sementara seluruh kegiatan;

atau

g. tindakan lain yang bertujuan untuk

menghentikan pelanggaran dan tindakan
memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat
dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila
pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. ancaman vyang sangat serius bagi

manusia dan lingkungan hidup;

kegiatan
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b. dampak yang lebih besar dan lebih luas
jika tidak segera dihentikan pencemaran
dan/atau perusakannya; dan/atau

c. kerugian vyang lebih besar bagi
lingkungan hidup jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau
perusakannya.

Penjelasan Pasal 80 ayat (2) Huruf a Yang
dimaksud dengan “ancaman yang sangat
serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi
sangat membahayakan keselamatan dan
kesehatan banyak orang sehingga
penanganannya tidak dapat ditunda.

Pasal 81. Setiap penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan
paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas
setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi
paksaan pemerintah. Pasal 82 ayat:

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
berwenang untuk memaksa penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pemulihan lingkungan hidup
akibat pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang dilakukannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
berwenang atau dapat menunjuk pihak
ketiga untuk melakukan  pemulihan
lingkungan hidup akibat pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
dilakukannya atas beban biaya penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83. Ketentuan lebih lanjut mengenai
sanksi administratif diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Hukum adminsitrasi negara disebut pula
hukum pemerintahan atau hukum tata usaha.
Menurut J H P., Bellefroid: hukum tata usaha
atau disebut juga hukum (tata) pemerintahan
ialah keseluruhan aturan-aturan tentang cara
bagaimana alat-alat perlengkapan
pemerintahan dari badan-badan kenegaraan
(openbarelichaman) dan majelis-majelis
pengadilan khusus yang diserahi pengadilan
tata usaha hendaknya memenuhi tugasnya.
Menurut paham ini hukum tata usaha pada
pokoknya hanya bersangkutan dengan alat-alat
perlengkapan yang tugas pokoknya
pemerintahan, tetapi sebaliknya mengenai
seluruh tugas yang diserahkan sesungguhnya
kepada alat-alat perlengkapan pemerintahan
itu, jadi selain dari pada tugas pemerintahan
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juga perundang-undangan dan pengadilan (tata
usaha).”’

Perbedaan antara ilmu pemerintahan
dengan hukum tata negara adalah dari sudut
pandang masing-masing, vyaitu bila ilmu
pemerintahan cenderung lebih  mengkaji
hubungan-hubungan pemerintah dalam arti
perhatian utama adalah pada gejala yang
timbul pada peristiwa pemerintahan itu sendiri,
maka hukum tata negara cenderung mengkaji
hukum serta peraturan yang telah ditegakkan
dalam hubungan tersebut. Jadi seorang sarjana
hukum apabila menulis tentang hukum tata
negara, maka yang dibahasnya berorientasi
pada penerapan peraturan-peraturan hukum
yang berlaku dalam ketatanegaraan tersebut,
penggunaan sanksi-sanksi terhadap
pelanggaran hukum vyang berlaku dalam
ketatanegaraan serta usaha pemanfaatan
kekuasaan bersumber dari hukum yang layak
untuk mencapai tujuan negara tersebut.”

Hukum sebagai norma mempunyai ciri
kekhususan,  vaitu hendak  melindungi,
mengatur dan memberikan keseimbangan
dalam menjaga kepentingan umum.
Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti
merugikan, melalaikan atau mengganggu
keseimbangan kepentingan umum dapat
menimbulkan rekasi dari masyarakat. Reaksi
yang diberikan berupa pengembalian
ketidakseimbangan yang dilakukan dengan
mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.
Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu
kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh
petugas yang berwenang dengan memberikan
hukuman.”

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang
lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh
dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang
dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu
perbuatan yang terlarang berikut berbagai
aklibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum
adalah peraturan mengenai tingkah laku
manusia  dalam  pergaulan  masyarakat.
Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi
yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat
sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah

’sudarsono. Kamus Hukum. Op.Cit. hal. 168-169.

8. Inu. Kencana Syafiie. Pengantar llmu Pemerintahan.
PT. Refika Aditama. 2011. hal. 62.

abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali
Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009. hal. 3.
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peraturan dan ketentuan yang mengandung
perintah, larangan dan kebolehan yang harus
ditaati oleh setiap orang.*

Istilah kewenangan sering disebut dengan
authority, gezag atau vyuridiksi.Kewenangan
adalah kekuasaan vyang diformalkan baik
terhadap segolongan orang tertentu, maupun
kekuasaan terhadap sesuatu
bidangpemerintahan tertentu secara bulat yang
berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari
kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda
dengan dengan wewenang yang dikenal juga
dengan istilah competence atau bevoegdheid.
Wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil
tertentu atau bidang tertentusaja. Jadi
kewenangan merupakan kumpulan dari
wewenang-wewenang (rechtsbevoegdhehen).
Wewenang ini merupakan kemampuan untuk
melakukan suatu tindakan hukum publik, atau
secara yuridis, wewenang adalahkemampuan
bertindakyang diberikan oleh Undang-Undang
yang berlaku untuk melakukan hubungan-
hubungan hukum.*

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan itu
dapat berlangsung terus-menerus dan diterima
oleh seluruh anggota masyarakat, aturan
hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh
bertentangan dengan rasa keadilan
masyarakat. Dengan  demikian,  hukum
bertujuan untuk menjamin adanya kepastian
hukum dalam  masyarakat dan harus
bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan
masyarakat.

Norma hukum adalah peraturan hidup yang
bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang
tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum
dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat
setiap orang dan pelaksanaannya dapat
dipertahankan dengan segala paksaan oleh
alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum
itu justeru terletak pada sifatnya yang
memaksa dengan sanksinya yang berupa
ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara
yang berusaha agar peraturan hukum ditaati
dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak
mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;

*® Ibid. hal. 20.

31 SF. Marbun. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.
Liberty. Yogyakarta. 1997. hal. 154.

32Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. llyas. Pokok-Pokok
Hukum Bisnis. Salemba Empat. Jakarta. 2011. hal. 3.

2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu
berlaku;

3. Tujuan, vyaitu untuk apakah norma itu
dibuat;

4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah
yang akan dikenakan kepada orang yang
melanggar atau tidak mematuhi norma itu.®
Hukum pada hakikatnya adalah

perlindungan kepentingan manusia, yang
merupakan pedoman tentang bagaimana
sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi
hukum tidak sekedar merupakan pedoman
belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus
diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan
ditegakkan, karena itu ada sebagian orang yang
mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi
disebut hukum apabila tidak dilaksanakan.**

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dalam memperoleh izin
usaha menurut Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan
dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha
dan/atau kegiatan dibatalkan dan berkaitan
dengan usaha dan/atau kegiatan mengalami
perubahan, penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin
lingkungan. lIzin usaha dan/atau kegiatan
termasuk izin izin operasi dan izin
konstruksi. Perubahan yang dimaksud
antara lain, karena kepemilikan beralih,
perubahan teknologi, penambahan atau
pengurangan kapasitas produksi, dan/atau
lokasi usaha dan/atau kegiatan yang
berpindah tempat.Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib menolak
permohonan izin lingkungan apabila
permohonan izin tidak dilengkapi dengan
amdal atau UKL-UPL.

2. Pemberlakuan sanksi administratif apabila
terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan
Sanksi administratif terdiri atas: teguran
tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan
izin lingkungan; atau pencabutan izin
lingkungan.  Menteri, gubernur, atau

3 yulies Tiena Masriani. Pengantar Hukum Indonesia,
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hal. 5-6.

3 Jawahir Thontowi. Pengantar Illmu Hukum. Pustaka
Fahima. Yogjakarta. 2007. hal.179.
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bupati/walikota menerapkan sanksi
administratif kepada penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan jika dalam
pengawasan ditemukan pelanggaran
terhadap izin lingkungan. Menteri dapat
menerapkan sanksi administratif terhadap
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
jika pemerintah menganggap pemerintah
daerah secara sengaja tidak menerapkan
sanksi administratif terhadap pelanggaran
yang serius di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.Sanksi
administratif sebagaimana tidak
membebaskan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dari tanggung jawab
pemulihan dan pidana.

B. Saran

1. Pengaturan hukum mengenai perizinan
lingkungan sebagai persyaratan dalam
memperoleh izin usaha perlu diterapkan
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan untuk memberikan
kepastian hukum bagi penanggung jawab
usaha untuk memenuhi semua persyaratan
yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan
usaha dapat berlangsung dengan tertib,
aman dan tidak melanggarkewajiban
dalammelindungi dan mengelola lingkungan
hidup serta mencegah terjadi perusakan dan
pencemaran lingkungan hidup.

2. Pemberlakuan sanksi administratif apabila
terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan
periu diterapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar di
kemudian hari tidak lagi terjadi pelanggaran
atas perizinan lingkungan sebagai
persyaratan dalam memperoleh izin usaha.
Hal ini memerlukan peningkatan peran
dariMenteri, gubernur, atau bupati/walikota
dalam melakukan pengawasan dan
penegakan sanksi administratif apabila
dalam melakukan pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap izin lingkungan.
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